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PERAN POLRI TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
PEREDARAN MINUMAN KERAS GUNA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS 
(Studi Atas Implementasi PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012) 
 
Abstrak 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Langkah yang diambil oleh Polres Sukoharjo 
terhadap pesta miras yang marak terjadi pada perkembangannya semakin kesini 
semakin baik karena dari pihak kepolisian melalui satuan sabara giat selalu operasi 
malam kesetiap tempat yang diduga digunakan untuk melakukan pesta miras. Upaya 
penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum 
terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan 
berlangsung secara optimal. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga 
masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, 
lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya 
kepentingan politis tertentu, unsur kebiasanaan atau nilai-nilai kultural yang 
berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan. 
 
Kata kunci: peredaran miras ilegal, faktor peredaran miras, langkah hukum 
penyelesaian predaran miras ilegal 
 
Abstract 
The results obtained are the steps taken by the Sukoharjo District Police regarding 
alcoholic parties which are rife in their development, the better here because the police, 
through the enterprising Sabara unit, are always operating nightly at any place 
suspected of being used for conducting alcohol parties. Efforts to enforce local 
regulations and efforts to create peace and public order are constrained by problems of 
coordination between related agencies that have not been established and take place 
optimally. The low level of education, weak access of citizens to significant sources of 
information, limited economic conditions, weak understanding and interpretation of 
existing regulations, the emergence of certain political interests, elements of habits or 
cultural values that develop in the community are some of the many factors that can 
contribute to the effectiveness of the law enforcement that is done. 
 
Keywords:  illegal alcohol distribution, alcoholic circulation factors, legal steps for 
settling illegal alcohol prediction 
 
1. PENDAHULUAN 
Daerah Kabupaten Sukoharjo sendiri adalah salah satu daerah otonom yang berada di 
Provinsi Jawa Tengah. Seperti daerah otonom lainnya, Pemkab Sukoharjo selaku 
badan eksekutif, memiliki kewenangan untuk merancang Perda bersama DPRD selaku 
lembaga legislatif, seperti Perda Miras Nomor 7 tahun 2012. Kebijakan sendiri 




segala sumberdaya, tuntutan dan dukungan dari kebijakan (termasuk kebijakan miras) 
berasal dari lingkungan yang dikumpulkan dengan berbagai cara dan dipengaruhi oleh 
sistem perpolitikan saat itu. Sehingga relevan jika Perda Miras Nomor 7 Tahun 2012 
Kabupaten Sukoharjo dibuat karena sesuai dengan keadaan lingkungan di Kabupaten 
Sukoharjo, khususnya di Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto tepatnya, 
merupakan sentra pembuatan alkohol yang berasal dari limbah pabrik gula atau 
molase. Produk yang dihasilkan antara lain bio-etanol dengan kadar alkohol 99,5% 
dengan waktu distilasi 9-11 jam, etanol dengan kadar sampai 75% waktu distilasi 7 
jam, dan ciunik dengan kadar 35% yang hanya memerlukan 3 jam dalam 
pembuatannya. Dari ketiga produk ini, ciunik-lah yang biasa dipasarkan sebagai 
minuman keras, sedangkan dua lainnya dipasarkan sebagai bahan farmasi dan kimia. 
Pemasaran dari minuman keras tersebut sudah melingkup luar kabupaten, bahkan 
sampai luar provinsi Jawa Tengah. Hal ini seiring dengan berjamurnya produsen-
produsen etanol yang bertambah banyak dari tahun ke tahun. Penyebabnya tidak lain 
adalah pendapatan bersih yang besar berkisar Rp.37-Jutaan perbulan terhitung 
menggiurkan.  
Dalam ajaran Islam minuman keras atau miras tidaklah selalu merujuk kepada 
alkohol. “Di sini yang disebut dengan khamr ialah segala sesuatu minuman dan 
makanan yang dapat menyebabkan seseorang mabuk, seperti halnya yang dijelaskan 
dalam hadits sebagai berikut: “Setiap yang memabukan berarti khamr, dan setiap 
khamr hukumnya adalah haram”. (HR. Bukhari dan Muslim)”. Sedangkan larangan 




“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak (minuman keras), judi, berhala, 
dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah  dia supaya 
kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu sebab khamar dan judi, serta menghalang kamu dari pada 
ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau berhenti?” (Qardhawi, 
1980). 
Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum mengandung makna 




oleh hukum yang diterapkan serta seabagai pembuktian dalam pola kelakuan” (Daradjat, 
2015) Yang kemudian dapat dijadikan contoh teladan oleh faktor kepatuhan terhadap 
hukum. 
“Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri 
dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, 
ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut 





2. METODE  
Metode Penelitian merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode sistematika, serta 
pemikiran tertentu yang tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau dua peristiwa 
hukum yang dilakukan dengan analisisi terkait bukti yang didapatkan dalam suatu 
permasalahan (Dimyati dan Wardiono, 2004). Pada metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris “yaitu 
metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data 
sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilalakukan penelitian terhadap data primer 
dari lapangan” (Suratman dan Dillah, 2013). Jenis peneliian yang digunakan adalah 
jenis penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk melukiskan atau 
menggambarkan suatu subjek, keadaan, gejala kelompok tertentu ataupun untuk 
menentukan penyebaran gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 
suatu gejala satu dengan gejala lainnya yang ada didalam masyarakat.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Peran Polri Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 
Tahun 2012 Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. 
Menurut Pasal 1 Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Minuman Beralkohol 
adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses 
dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan 




bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahan dari hasil pertanian 
dan yang telah mengalami fermentasi.  
Dalam ilmu kimia, yang dimaksud alkohol adalah semua senyawa organik yang 
dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH) sedangkan yang dimaksud 
sebagai alkohol dalam kehidupan sehari-hari adalah Etanol (Ethyl Alcohol) dengan 
rumus molekul C2H5OH. Alkohol berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah 
larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai bahan organik 
lainnya. 
Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di 
seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbedabeda tergantung pada 
kondisi sosio cultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan 
regulasi alkohol di tiap Negara. Efek yang ditimbulkan apabila terlalu banyak 
mengkonsumsi minuman beralkohol dapat merusak organ yang ada pada tubuh 
manusia yaitu berupa : (Sugiyono, 1992) a) Tergantungan fungsi hati manusia yang 
dapat mengakibatkan hepatitis; b) Dapat terjadinya kerusakan pada lambung’ c) Dapat 
mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh; d) Dapat meningkatkan resiko kangker 
payudara; e) Dapat merusak fungsi otak yang berupa mental, hilang ingatan, dan gila; f) 
Dapat merusak fungsi jantung; g) Dapat merusak fungsi ginjal. 
“Secara sosiologis peranan adalah suatu tindakan maupun perilaku yang 
dilakukan seseorang yang memiliki suatu posisi yang sedang melaksanakan hak dan 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Apabila seseorang yang memiliki peran 
tersebut melakukan hal-hal yang dianggap baik, maka dapat diharapkan bahwa apa 
yang dijalankan orang yang memiliki peran tersebut sesuai dengan keinginan di 
lingkugannya” (Soekanto, 2013). 
Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut : a) Peranan normatif merupakan suatu 
peran yang dilakukan seseorang atau lembaga berdasarkan norma atau atauran yang 
berlaku didalam kehidupan sosial masyarakat; b) Peran ideal merupakan suatu hal 
dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan nilai ideal yang sesuai dengan 
kedudukannya didalam suatu sistem; c) Peran faktual merupakan suatu peranan yang 




Langkah yang diambil Polres Sukoharjo dalam melakukan pengamanan terhadap 
pererdaran miras yang tidak memeiliki izin resmi didasarkan atas peran Polri telah 
tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Kepolisisan Negara Republik 
Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri.” Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam 
melaksanakan tugasnya Polri berperan ganda baik dari segi penegak hukum dalam 
bidang peradilan pidana maupun juga sebagai pekerja sosial yang dimana hal tersebut 
didasarkan pada aspek social dan kemasyarakatan baik dalam bentuk pelayanan social 
maupun pengabdian” (Tasaripa, 2013)  
Koplisian Sukoharjo dalam hal pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang 
salah satunya dari unsur kepolisian yang selanjutnya tim pengawas tersebut melaporkan 
kegiatan pengawasan dan pengendaliannya kepada bupati. Dalam Pasal 5 perda no. 7 
tahun 2012 pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap : 1) Penjualan langsung 
untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C 
terhadap perizinan, tempat/lokasi peredaran dan penjualannya; 2) Perizinan, importir 
minuman beralkohol, distributor, sub distributor; 3) Tempat lokasi peredaran dan 
penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; 4) Orang 
dan/atau badan yang menguasai minuman beralkohol. 
Tugas polisi menurut Van Vollenhoven dalam bukunya Staatsrech Overzee, 
yang dirumuskan oleh R. Wahjudi dan B. Wiridihardjo sebagai berikut: (Wahjudi dan 
Wiriodihardjo, 1995) a) Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban 
publik warga negara; b) Menyidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya 
kewajiban publik para warga negara; c) Memaksa warga negara dengan bantuan 
Peradilan agar kewajiban-kewajiban publiknya dilaksanakan; d) Melakukan paksaan 
wajar kepada warga negara agar melaksanakan kewajiban-kewajiban publiknya tanpa 
batuan peradilan; e) Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan 




Tugas Polri yang berkaitan dengan kamtibmas juga diatur dalam Pasal 13 huruf a 
UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia yaitu “a. 
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.” Selain itu juga telah diatur 
didalam Pasal 14 ayat (1) angka 5 yaitu “5. memelihara ketertiban dan menjamin 
keamanan umum”.  
Dalam melaksanakan tugasnya agar lancar dan sesuai dengan ketentuan dalam 
UU, maka Polri harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, 
wewenang Polri diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16, yang intinya 
adalah membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan 
sosial warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum serta mencegah dan 
menanggulangi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas. 
“Tugas pokok Polri adalah tugas yang berdasarkan landasan yang relevan terkait 
keinginan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui 
harapan masyarakat kepada Polri. Akan tetapi dalam menjalankan tugas-tugasnya 
tersebut, Polri harus mengetahui perkembangan yang seiring terjadi dalam masyarakat. 
Hal tersebut perlu dilakukan guna dapat tercapai keamanan dan ketertiban masyarakat 
yang di idamkan oleh masyarakat sejak dulu.”  
3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Polri Dalam Melakukan 
Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras Guna 
Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten 
Sukoharjo. 
Menurut pihak Polres Sukoharjo untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru 
dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, 
sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang 
telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi 
gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan 
dicegah. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan 
ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. 
Menurut AKP. Agus Syamdsudin Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya 
pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya 




cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam 
proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi 
pihak Kepolisian, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih 
sulit. 
Sejauh ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan 
dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda, 
sehingga sering dijumpai munculnya situasi inkonsistensi di mana dalam tataran 
implementasi atau penerapan peraturan dinilai menguntungkan dan didominasi oleh 
kepentingan lembaga/instansi tertentu, sementara merugikan instansi/lembaga lain di 
mata masyarakat. Kendala serius lain yang dihadapi oleh pihak Polres Sukoharjo dalam 
melakukan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah 
masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam banyak hal 
tidak sedikit aparat Polres Sukoharjo merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup 
signifikan terhadap kinerja mereka. 
Sejauh ini dirasakan bahwa upaya penegakan Perda dan upaya untuk 
menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi 
antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Persoalan 
penegakan Perda sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi masyarakat. Artinya 
masalah penegakan Perda, penciptaan ketentraman dan ketertiban tidak terlepas dari 
konsisi sosial kultural ekonomi serta politik yang berkembang di lingkungan 
masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat 
terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya 
pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan 
politis tertentu, unsur kebiasanaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di 
masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan 
kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan. Dalam hal 
implementasi Perda kendala yang kerapkali muncul adalah adanya keterbatasan Perda 





Perkemangan kasus pidana yang berkaitan dengan miras masuk pada tingkat 
pidana ringan atau tipiring maka penegakannya pun hanya sebatas pembinaan jika 
terdapat kasus pidana yang di karenakan minuman keras akan ditindak di persidangan 
dan tentunya dengan sanksi yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
atau undang-undang yang mengaturnya tergantung tindak pidana tersebut seperti apa, 
misal tindak pidana yang di lakukan setelah meminum minuman keras tersebut adalah 
penganiayaan terhadap orang lain maka disidangkan di pengadilan dengan ketentuan 
pasal penganiayaan yang ada di KUHP. “Proses razia yang dilakukan Polres Sukoharjo 
dalam penegakkan peredaran miras yang tidak memiiki izin ditemukan masih banyak, 
dari pihak kepolisian pun juga banyak yang menemukan para pedangang yang tidak 
mempunyai izin untuk memperjualkan miras.” 
“Tindakan preventif biasanya dari pihak kepolisian melalui bahbinkamtimas atau 
dari satuan sabara melakukan sosialisasi dampak-dampak negatif penyalahgunaan 
minuman keras di sekolah-sekolah, masyarakat, forum masyarakat misal dalam 
perkumpulan masyarakat. Untuk tindakan represifnya tentunya kepolisian secara tegas 
melakukan penyitaan minuman keras dan tindakan hukum terhadap pelakunya. 
Misalkan ketika pihak kepolisian melakukan patroli dan menemukan segerombolan 
pemuda sedang mabuk-mabukan maka tindakan represifnya miras tersebut di 
musnahkan ditempat dan para pelaku di bawa kekantor untuk dilakukan pembinaan. 
Untuk para penjual yang kedapatan menjual miras tanpa izin maka miras tersebut kita 
bawa ke kantor beserta penjualnya dan diproses secara hukum di pengadilan dan 
pemusnahan barang bukti miras pun juga harus sesuai putusan pengadilan yang 
berlaku.” 
Perizinan peredaran dan penjualan di atur dalam Pasal 8 Perda Kabupaten 
Sukoharjo no. 6 tahun 2017 bagi orang maupun badan yang akan melakukan usaha 
peredaran atau penjualan minuman beralkohol semua golongan di wilayah kabupaten 
sukoharjo wajib memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol). Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB wajib 
menyampaikan laporan penjualan setiap 3 bulan sekali secara tertulis kepada 
pemerintah kabupaten sukoharjo. Pasal 13 menyebutkan penjual langsung dan/atau 




diatas 15% dan minuman beralkohol golongan C. Dalam hal penjualan Pasal 15 
menyebutkan setiap orang dilarang untuk menjual minuman beralkohol di lokasi : a) 
Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja 
dan bumi perkemahan; b) Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, 
rumah sakit dan pemukiman; c) Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati. 
Pasal 17 dan Pasal 18 menyatakan bahawa setiap orang maupun badan yang telah 
memiliki izin SIUP-MB dilarang untuk memperjual belikan ciu atau sebutan lain yang 
sejenisnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk di 
minum ditempat. 
Ketentuan pidana bagi pemegang SIUP-MB berupa sanksi administratif apabila 
pemegang SIUP-MB melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, 
menyampaikan laporan tidak tepat waktu dan menyampaikan laporan tidak sesuai 
kondisi yang sebenarnya. Kemudian sanksi administartif yang diterima bagi pemegang 
SIUP-MB adalah pemberhentian sementara SIUP-MB dan/atau pencabutan SIUP-MB 
sesuai tertuang pada Pasal 29 Perda Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012. 
Ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 
Pasal 17 dan Pasal 19 adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling 
banyak Rp.50.000.000, sedangkan untuk pelanggar Pasal 18 pidana kurungan paling 
lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 sesuai dengan ketentuan pada 
Pasal 32 Perda Kabupaten Sukoharjo No.6 Tahun 2017. 
Adanya perda tersebut masyarakat mendapatkan perlindungan dari pihak 
kepolisian, meskipun tidak ada perda tersebut sudah menjadi tugas dari kepolisian 
untuk selalu menjaga keaman dan ketertiban di masayarakat. Bentuk perlindungan dari 
pihak kepolisan giat melakukan patroli dan pendekatan masyarakat melalui polsek-
polsek dan dari polsek tersebut melalui bahbinkamtimas. 
Fungsi Polri dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 
(Kamtibmas) adalah salah satu wujud pelaksanaan tugas-tugas Polri yang memiliki 
tanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tentram, dan teratur 
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai alat negara utama yang berperan 
dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Polri memegang kewenangan dan 




dalam pelaksanaan tugasnya, masyarakat dan komponen bangsa lainnya harus pula 
secara proaktif membantu Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.  
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Pasal 1 
angka 4). Bhabinkamtibmas merupakan salah satu anggota kepolisian yang diberi tugas 
pada tingkat desa maupun kelurahan yang bermitra dengan masyarakat yang ada di 
lingkungan tersebut yang masuk dalam wilayahnya. Bhabinkamtibmas merupakan 
program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan 
masyarakat.  
Bhabinkamtibmas memiliki 3 (tiga) kegitan pembinaan dalam mewujudkan 
keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya yaitu:  a) Pembinaan Ketertiban 
Masyarakat, membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna 
meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga 
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; b) Pembinaan 
Keamanan Swakarsa, melakukan tatap muka, dengan diwujudkan melalui diskusi, 
penyuluhan, latihan-latihan dengan membimbing masyarakat agar selalu menjaga 
keamanan lingkungan sebagai tujuan utamanya dan mengantisipasi terjadinya 
perbuatan yang dainggap sebagai gangguan kamtibmas; c) Pembinaan Potensi 
Masyarakat, mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu 
maupun kelompok atau organisasi secara rutin maupun saat keadaan tertentu dalam 
rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial 
dilingkungan masyarakat.  
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Polri diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan 
(2) serta Pasal 16, yang intinya adalah membantu menyelesaikan perselisihan yang 
terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial warga masyarakat yang dapat mengganggu 
ketertiban umum serta mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya 
gangguan kamtibmas. Langkah yang diambil oleh olres Sukoharjo terhadap pesta miras 
yang marak terjadi pada perkembangannya semakin kesini semakin baik karena dari 
pihak kepolisian melalui satuan sabara giat selalu operasi malam kesetiap tempat yang 




Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban 
umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin 
dan berlangsung secara optimal. Persoalan penegakan Perda sesungguhnya juga dapat 
dikaji melalui sisi masyarakat. Artinya masalah penegakan Perda, penciptaan 
ketentraman dan ketertiban tidak terlepas dari konsisi sosial kultural ekonomi serta 
politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, 
lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, 
keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap 
peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasanaan atau 
nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian 
banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda 
yang dilakukan. Dalam hal implementasi Perda kendala yang kerapkali muncul adalah 
adanya keterbatasan Perda itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur 
persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga. Dalam melakukan 
pengendalian peredaran pemerintah daerah kabupaten sukoharjo di bantu oleh pihak 
kepolisian melakukan pengendalian peredaran dengan cara lebelisasi dan perizinan. 
Labelisasi menurut Pasal 7 Perda Kabupaten Sukoharjo no. 7 tahun 2012 sekurang-
kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, kadar alkohol. 
Untuk pemerintah, diharapkan kedepannya membuat peraturan yang ketat terhadap 
miras sehingga tidak terjadi peredaran miras yang tidak memiliki izin berdasarkan 
peraturan yang berlaku. Selain itu pemerintah harus memberikan anggaran operasional 
yang memadai kepada Pihak Kepolisian sehingga dapat bekerja secara optimal. 
Untuk pihak Kepolisian, diharapkan terus melakukan razia terhadap miras yang 
tidak memiliki izin dan tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu diharapkan 
kedepannya pihak Kepolisian terus meningkatkan pola terhadap peredaran miras tanpa 
izin dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat. 
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